
SALINAN 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 203 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 157 TAHUN 2016 
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 
2016 telah diatur mengenai tata cara pelaksanaan sewa 
Barang Milik Daerah; 

b. bahwa dalam rangka penyempurnaan pengaturan pelaksanaan 
sewa berupa pengakhiran sewa, maka Peraturan Gubernur 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 
Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Sewa Barang Milik Daerah; 

Mengingat 	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang 
Pengelolaan Barang Daerah; 

8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah; 

9. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 
Nomor 161 Tahun 2014; 

10. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURA.N GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 157 TAHUN 2016 TENTANG 
TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK DAERAH. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 157 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik 
Daerah, diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan ayat (8) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 
berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 27 

(1) Gubernur memberikan persetujuan atas permohonan 
sewa yang diajukan dengan mempertimbangkan kajian 
kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26. 

(2) Dalam hal Gubernur tidak menyetujui permohonan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka SKPKD 
memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permintaan 
sewa dengan disertai alasannya. 

(3) Dalam hal Gubernur menyetujui permohonan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), maka SKPKD menerbitkan surat 
persetujuan penyewaan Barang Milik Daerah. 

(4) Surat persetujuan penyewaan Barang Milik Daerah 
paling sedikit memuat data : 

a. Barang Milik Daerah yang akan disewakan; 

b. penyewa; 



c. sewa, antara lain : 

1. besaran tarif sewa sesuai dengan kelompok jenis 
kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan 
penyewa; dan 

2. jangka waktu sewa. 

(5) Apabila usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna tidak 
disertai data calon penyewa, maka persetujuan sewa 
tidak perlu disertai data calon penyewa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf b. 

(6) Dalam hal terdapat usulan nilai sewa yang diajukan oleh 
calon penyewa dan nilai usulan tersebut lebih besar dari 
hasil perhitungan, besaran sewa yang dicantumkan 
dalam surat persetujuan sewa merupakan usulan 
besaran sewa dari calon penyewa. 

(7) Pengelola dapat menetapkan besaran sewa lebih tinggi 
dari besaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf c angka 1 untuk waktu tertentu dalam rangka 
peningkatan penerimaan daerah sepanjang Pengelola 
memiliki keyakinan bahwa peningkatan besaran sewa 
tidak menghilangkan potensi pemanfaatan Barang Milik 
Daerah. 

(8) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (3), 
SKPKD memproses Keputusan Persetujuan Sewa yang 
ditandatangani oleh: 

a. Gubernur, untuk objek sewa berupa tanah dan/atau 
bangunan yang berada pada Pengelola; atau 

b. Pengelola, untuk objek sewa berupa sebagian tanah 
dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh 
Pengg-una atau selain tanah dan/ atau bangunan. 

2. Ketentuan Pasal 28 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (8) dan 
ayat (9), sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 28 

(1) Berdasarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 ayat (8), Tim menyiapkan naskah perjanjian 
sewa. 

(2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling sedikit memuat : 

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 

b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan 
jangka waktu; 

c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan 
pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; 



d. ha.k dan kewajiban para pihak; dan 

e. persyaratan lain yang dianggap perlu. 

(3) Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara 
tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum 
ditandatanganinya perjanjian sewa Barang Milik Daerah. 

(4) Hasil penyewaan Barang Milik Daerah disetorkan ke 
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). 

Perjanjian sewa atas objek sewa berupa tanah dan/atau 
bangunan yang berada pada Pengelola ditandatangani oleh 
Kepala BPKAD selaku SKPKD dan calon penyewa. 

(6) Perjanjian sewa atas objek sewa berupa sebagian tanah 
dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh 
Pengguna atau selain tanah dan/atau bangunan 
ditandatangani oleh Pengelola dan calon penyewa. 

Pengelola mendelegasikan penandatanganan perjanjian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Pengguna. 

(8) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan 
ayat (6) dituangkan dalam bentuk Akta Notariil. 

(9) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan 
perjanjian sewa ditanggung penyewa. 

3. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 Bab, yakni BAB 
XA, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

BAB XA 

PENGAKHIRAN SEWA 

Pasal 29A 

(1) Sewa Barang Milik Daerah berakhir dalam hal : 

a. berakhirnya jangka waktu sewa; 

b. berlakunya syarat batal sesuai perjanjian yang 
ditindaklanjuti dengan pencabutan persetujuan sewa 
oleh Gubernur atau Pengelola; 

c. Gubernur dan/atau Pengelola mencabut persetujuan 
sewa dalam rangka pengawasan dan pengendalian; 
atau 

d. ketentuan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(2) Dalam hal syarat berakhirnya sewa terpenuhi dan 
penyewa tidak diketahui keberadaannya, maka Pengelola/ 
Pengguna melakukan upaya untuk memberikan teguran 
sebanvak 3 (tiga) kali. 

(5) 

(7) 



4. Ketentuan Pasal 33 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (9) dan 
ayat (10), sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 33 

(1) Pengelola melakukan penatausahaan pelaksanaan sewa 
Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan 
yang berada dalam pengelolaannya. 

(2) Pengguna/Kuasa melakukan penatausahaan pelaksanaan 
sewa Barang Milik Daerah berupa: 

a. sebagian tanah dan/atau bangunan; dan 

b. selain tanah dan/atau bangunan, 

yang status penggunaannya ada pada Pengguna/Kuasa. 

(3) Pengelola menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai 
pelaksanaan sewa atas objek sewa berupa tanah 
dan/atau bangunan yang berada dalam pengelolaannya. 

(4) Pengguna/Kuasa menyampaikan laporan kepada Pengelola 
mengenai pelaksanaan sewa atas objek sewa berupa 
sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah 
dan/atau bangunan yang berada di bawah Pengguna. 

(5) Pengelola mengungkapkan informasi mengenai Barang 
Milik Daerah yang disewakan ke dalam Laporan Barang 
Pengelola sesuai dengan kewenangannya. 

(6) Pengguna/Kuasa mengungkapkan informasi mengenai 
Barang Milik Daerah yang disewakan ke dalam Laporan 
Barang Pengguna/Kuasa sesuai dengan kewenangannya. 

(7) Dalain hal pelaksanaan sewa berakhir, penyewa menyerahkan 
Barang Milik Daerah yang disewa kepada: 

a. Pengelola untuk Barang Milik Daerah berupa tanah 
dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola; dan 

b. Pengguna untuk Barang Milik Daerah berupa 
sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih 
digunakan oleh Pengguna dan/atau selain tanah 
dan/atau bangunan, 

dan dituangkan ke dalam Berita Acara Serah Terima 
(BAST). 

Pengelola atau Pengguna harus melakukan pengecekan 
Barang Milik Daerah yang disewakan sebelum 
ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima (BAST) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7). 

Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7) ditandatangani oleh : 

a. Penyewa dan Kepala BPKAD untuk Barang Milik 
Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang 
berada pada Pengelola; dan 

(8)  

(9)  
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b. Penyewa dan Pengguna untuk Barang Milik Daerah 
berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang 
masih digunakan oleh Pengguna dan/atau selain 
tanah dan/atau bangunan. 

(10) Dalam hal penyewa tidak diketahui keberadaannya dan 
telah dilakukan upaya sebagaim,ana dimaksud dalam 
Pasal 29A ayat (2), maka secara langsung dilakukan 
pengambilalihan objek sewa dan d.ibuatkan Berita Acara 
Pengambilalihan yang ditandatangani oleh: 
a. Kepala BPKAD untuk Barang Milik Daerah berupa 

tanah dan/atau bangunan yang berada pada 
Pengelola; dan 

b. Pengguna untuk Barang Milik Daerah berupa 
sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih 
digunakan oleh Pengguna dan/atau selain tanah 
dan/ atau bangunan. 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2016. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 24 Cktober 2016 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

BASUKI T. PURNAMA 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 27 Oktober 2016 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

SAEFULLAH 

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2016 NOMOR 71035 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

YAYAN YUHANAH 
NIP 196508241994032003 
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